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ABSTRAK

Kepala Daerah terpilih periode jabatan 5 (lima) tahun Kabupaten Mojokerto memiliki latar
belakang sebagai pengusaha sirtu (pasir dan batu) yang diimbangi dengan pembangunan
jalan, jembatan, dan fasilitas umum di berbagai wilayah di Kabupaten Mojokerto. RPJMD
merupakan produk turuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih atau Bupati dalam
jangka waktu 5 (tahun). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berisi tentang
program-program kerja stakeholder yang disusun atas dasar kepentingan tertentu dan
disesuaikan dengan anggaran kebutuhan pendanaan.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif
digunakan karena metode ini berfungsi untuk menjelaskan secara utuh tentang perilaku
maupun sikap politik yang tidak dapat atau tidak mudah untuk dikuantifikasikan dalam
sebuah pertarungan kepentingan politik dalam proses perumusan kebijakan publik atau
RPJMD Kabupaten Mojokerto. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerangka
kerja koalisi advokasi (ACF). Teori Advocacy Coalition Framework menjelaskan tentang
interaksi jaringan kerja kebijakan yang berhubungan dengan apa yang harus dilakukan atau
tidak dilakukan oleh pemerintah dengan menganjurkan kebijakan tertentu melalui diskusi,
persuasi maupun aktivitas politik lainnya untuk mencapai konsensus.
Teori tersebut digunakan untuk menjawab 3 (tiga) pertanyaan penelitian yaitu siapa saja
stakeholder yang berperan dalam proses pertarunngan kepentingan pada perumusan
RPJMD2011-2015 di Kabupaten Mojokerto, bagaimana hubungan antar stakeholder serta
proses pertarungan kepentingan mereka dalam penyusunan RPJMD 2011-2015 di
Kabupaten Mojokerto, serta mengapa terjadi pertarungan kepentinganantar stakeholder
dalam penyusunan RPJMD 2011-2015 di Kabupaten Mojokerto.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses perumusan RPJMD Kabupaten Mojokerto
Tahun 2011-2015 melibatkan seluruh stakeholder dengan membuat kelompok kerja
berdasarkan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bentuk program kerja sesuai
dengan bidang garapan. Program kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga terbukti
membutuhkan biaya pendanaan tertinggi dibandingkan dengan program kerja dari
stakeholder lainnya dalam perumusan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015.
Hal ini juga dibenarkan oleh Kasubag Perencanaan Program dari DPU Bina Marga bahwa
latar belakang sebagai pengusaha sirtu (pasir dan batu) mempengaruhi pembuatan program
kerja mereka serta sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci: kepentingan politik, stakeholder, RPJMD, konflik dan konsensus.
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ABSTRACT

The regent (bupati) of Mojokerto Regency, elected for 5 (five) years, has sirtu (sand and
stone) entrepreneur background which makes him gives big proportion to construction of
roads, bridges and public facilities in any regions of Mojokerto as the regency’s main
program. RPJMD (Medium Term Development Plan) is a derivative product from the
vision and mission of the Regent elected for five (years) period. RPJMD contains working
plan of the stakeholders which was formed by considering particular interest of the
stakeholders and the financial budget of the regency. This research uses descriptive
qualitative method. Descriptive qualitative approach is used to explain the whole behavior
and political attitudes that can’t be easily qualified in a battle of political interests in the
process of forming RPJMD for Mojokerto. The theory used in this research is Advocacy
Coalition Framework (ACF). Advocacy Coalition Framework describes the network of
policies interaction related to what should or shouldn’t be done by the government for
certain policies advocated by discussion, persuasion or other political activities to reach a
consensus.
The theory is used to answer the three research questions: which stakeholders involved in
the process of conflict in interests in forming Mojokerto’s RPJMD 2011-2015, how is the
relation between the stakeholders and what are their interests in the process of drafting
RPJMD 2011-2015 in Mojokerto, and why the conflict of interests occur between the
stakeholders in the preparation of RPJMD 2011-2015 in Mojokerto.
The results of the study explained that the process of formulating Mojokerto’s RPJMD
2011-2015 involved all stakeholders to create a working groups based on the different
interests in the form of work plans according to their field. The work plan of the Public
Works Department of Highways proved has highest funding compared to the work plans of
other stakeholders in the formulation Mojokerto’s RPJMD 2011-2015. It is also justified
by the Head of Planning Program of DPU Bina Marga that the sirtu business background
of Regent makes the work plan in RPJMD derived from his vision and mission gave big
proportion to development especially in roads and bridges.

Keywords: political interests, stakeholders, RPJMD, conflict and consensus.

PENDAHULUAN

Upaya perwujudan otonomi daerah yang mandiri serta memperhatikan nilai-nilai
good governance dalam sebuah pemerintahan di daerah, maka hubungan antar lembaga-
lembaga yang ada di daerah harus senantiasa bersinergi dengan baik dalam setiap proses
pembangunan daerah. Dalam konsep pembangunan sedikit banyak terkandung adanya
upaya yang disengaja, relatif terencana, memiliki sasaran yang relatif jelas, proses yang
bersifat evolusioner dan tak mengandung kekerasan.1 Sebelum melakukan pembangunan,
setiap daerah tentunya membuat sebuah perencanaan pembangunan daerah yang telah
disesuaikan dengan asas kemasyarakatan dan demokrasi. Serta, sesuai dengan prinsip-
prinsip yang mengutamakan peningkatan kesejahteraan kehidupan sosial, ekonomi, dan
politik, semuanya harus tercantum dalam agenda penting pembangunan daerah.

1Surbakti, Ramlan.,2010,Pengantar Ilmu Politik,Jakarta: PT Grasindo,hlm.301.
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Proses perencanaan pembangunan dipengaruhi oleh keanekaragaman kepentingan
dari masing-masing pemangku kepentingan atau stakeholder dalam tataran yang seimbang
sebagai upaya pembangunan daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan
membutuhkan interaksi dari seluruh pemangku kepentingan melalui proses politis untuk
memperoleh sebuah kebijakan pembangunan yang nantinya dijadikan sebagai acuan atau
pedoman dalam mewujudkan program-program pembangunan. Dalam proses
penyusunannya tersebut membutuhkan adanya pola kombinasi pendekatan secara terpadu
yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top
down process.2 Masing-masing stakeholder akan berusaha dengan berbagai cara serta
memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi arah kebijakan publik yang akan
dibuat.

Adanya perbedaan-perbedaan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing
lembaga atau stakeholder yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan politik
pembangunan merupakan penyebab munculnya perubahan yang nantinya mempengaruhi
arah kebijakan itu dibuat. Perencanaan dan penganggaran di pemerintahan daerah
dilaksanakan secara terintegrasi dengan berlandaskan pada konsep penggunaan
sumberdaya yang ada untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.3 Asumsi mengenai
kebijakan publik dapat meningkatkan pembangunan harus melalui proses yang berjenjang
dan membutuhkan waktu yang lama. Proses perencanaan pembangunan memerlukan
perhitungan dan pertimbangan sumber dana pendapatan daerah untuk mengetahui
kebutuhan-kebutuhan pembangunan di daerah. Anggaran yang digunakan sebagai sumber
pembangunan di daerah salah satunya berasal dari PAD atau Pendapatan Asli Daerah.
PAD atau Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari
potensi daerah.4

Proses penentuan alokasi penganggaran diperoleh dari PAD dalam upaya
pembangunan daerah tertera pada RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.5

Dokumen perencanaan ini berisi penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah dengan
berpedoman pada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) serta
memperhatikan RPJM Nasional.6 Kebijakan politik perencanaan pembangunan dalam
bentuk RPJMD ini mengharuskan adanya interaksi aktif antar aktor baik dari stakeholder,
SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah), maupun kelompok-kelompok kepentingan
lainnya yang berpengaruh terhadap proses penyusunan RPJMD tersebut. Keterkaitan
antara kinerja SKPD yang tertera pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) harus
sejalan dengan RPJMD yang menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif
tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta

2Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Mojokerto,hlm.1.
3Admaja, Hendra.,Politik Anggaran Strategi Pembangunan Daerah  yang Berkeadilan Atau Menuju
Disintegrasi Bangsa,(online),tersedia: http://m.kompasiana.com/hendraadmaja/politik-anggaran-strategi-
pembangunan-daerah-yang-berkeadilan-atau-menuju-disintegrasi-bangsa/ ,diakses pada Selasa, 1 September
2015,pukul 10:41 WIB.

4Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah.Pdf.

5Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014.Pdf.
6Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

2005-2025”



259Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 2, April - Juli 2016, 256 - 267

kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah
dalam 5 (lima) tahun ke depan.7

Sebagai lokasi penelitian, saya memutuskan untuk memilih tanah kelahiran
Kabupaten Mojokerto, guna mempermudah memperoleh data dan sumber-sumber terkait
dengan pertarungan kepentingan antar aktor dalam penyusunan RPJMD. Pertimbangan
pertama yaitu Kepala Daerah atau Bupati Mojokerto yang menjabat berlatar belakang
pengusaha penggilingan Sirtu (pasir dan batu).8 Latar belakang sebagai pengusaha dengan
posisi jabatan atau kekuasaannya keduanya berpotensi untuk mengembangkan usahanya
sendiri. Kedua, menurut saya warga Kabupaten Mojokerto tergolong mandiri dalam
mencukupi kehidupannya sehari-hari, bahkan mampu membangun jalannya perekonomian.
Hal ini dibuktikan dengan beberapa produk unggulan Kabupaten Mojokerto seperti industri
bordir (Kec. Sooko, Puri, Mojosari), industri kerajinan fiber/gif (Kec. Trowulan), industri
rumahan produksi telor asin (Kec. Mojosari dan Bangsal), industri jamur (Kec. Pacet dan
Gondang), industri kacang mete (Kec. Ngoro), dan lain-lain. Namun, optimalisasi potensi
produk unggulan masih belum maksimal. Ketiga, Kabupaten Mojokerto memiliki warisan
budaya sangat tinggi yaitu situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit. Hal ini merupakan
salah satu potensi wisata yang dapat menambah APBD Kabupaten Mojokerto jika terdapat
pengolaan yang substansial tertera dalam RPJMD.

Oleh sebab itu, saya akan berupaya menganalisis lebih lanjut mengenai
kepentingan politik antar pemangku kepentingan atau stakeholder dalam proses perumusan
kebijakan politik. Dalam penulisan saya nantinya terdapat dua sub bahasan utama yaitu
pada perspektif Ilmu Politik dan Kebijakan Publik. Keduanya merupakan sarana utama
yang digunakan sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik atau dengan kata lain
sebagai upaya menciptakan pemerintahan good governance. Kemudian, kedua konsep
tersebut disesuaikan dengan problematika dan fenomena-fenomena yang telah dituliskan.
Sehingga, saya mengangkat judul penelitian yaitu “Pertarungan Kepentingan Politik Dalam
Perumusan RPJMD 2011-2015 di Kabupaten Mojokerto”.

PEMBAHASAN
Proses perumusan kebijakan publik berupa RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto

Tahun 2011-2015 terjadi melalui interaksi antar aktor atau pemangku kepentingan dalam
kelompok 3 (tiga) besar yaitu politisi, teknokrat, dan birokrat. Gambaran terjadinya
interaksi tersebut dapat diaplikasikan melalui teori Advocacy Coalition Framework (ACF)
oleh Paul Sabatier dan Hank Jenkins-Smith sebagai model sistem berbasis yang
mengintegrasikan sebagian besar tahapan siklus kebijakan dan menggabungkan aspek-
aspek dari kedua pendekatan top-down dan bottom-up untuk studi implementasi. Berikut
merupakan bagan yang menjelaskan tentang teori ACF:

7______,2014,Diklat Penyusunan RPJMD,(online),tersedia: http://fia.ub.ac.id/lp3/berita/diklat-penyusunan-
rpjmd.html, diakses pada Selasa,1 September 2015,pukul 22:19 WIB.

8Amri, Arfi Bambani,2010,(online),tersedia: http://m.news.viva.co.id/news/read/156518-
pengusaha_mustofa_jadi_bupati_mojokerto , diakses pada Selasa, 1 September 2015,pukul 22:30 WIB.
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Teori ACF (Advocacy Coalition Framework).

ACF menetapkan model individu dan model rasional dengan kemampuan terbatas
untuk rangsangan proses kebijakan publik. Teori ini berusaha untuk mencapai tujuan
tertentu yaitu 1)menggunakan dan mengembangkan informasi dalam suatu model
pembelaan untuk membujuk pembuat keputusan agar mengangkat alternatif kebijkan yang
didukung oleh koalisi, 2)memanipulasi forum pembuat keputusan, 3)berusaha
mendapatkan dukungan birokrasi yang memiliki wewenang publik dengan berbagai
pendangan untuk dijadikannya sebagai anggota koalisi. Adanya sistem kepercayaan yang
dibangun dari setiap anggota koalisi untuk bekerja sama (interaksi) untuk mencapai serta
merealisasikan tujuan yang diinginkan.

Interaksi yang digambarkan oleh teori ACF tersebut sesuai dengan hubungan yang
terjadi antar stakeholder dalam proses perumusan  RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun
2011-2015. Terlebih, adanya pengaruh berubahnya kondisi eksternal suatu policy
subsistem yang terjadi karena perubahan kondisi sosial ekonomi, perubahan terhadap
prioritas kebijakan atau hal eksternal lainnya. Masing-masing dari stakeholder yaitu
politisi, teknokrat, dan birokrat sama-sama membawa kepentingan tertentu. Karena pada
dasarnya, suatu kondisi tidak akan berubah jika tidak ada dorongan eksternal yang
menghasilkan pergeseran suatu kebijakan. Dalam ACF, untuk sampai pada proses
perubahan kebijakan (policy change) kondisi tersebut sangat diperlukan. Faktor eksternal
bisa berpotensi dalam menentukan suatu perubahan kebijakan yang nantinya akan
dimonitor dari waktu ke waktu serta dijadikan ukuran yang berasal dari kemungkinan dan
kekuatan dorongan potensial dari eksternal. Karakteristik lainnya, terjadinya policy-
oriented learning (POL). POL menyiratkan perubahan kebijakan seperti halnya perbaikan
kebijakan. Perbaikan tersebut ditandai dengan adanya perbaikan dalam teori kebijakan
(pemikiran yang merupakan pondasi dari kebijakan), serta penguatan dari legitimasi
kebijakan yang diterima oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat (stakeholder). POL
berimplikasi pada sebuah perubahan gagasan atau ide mengenai kebijakan yang pada
akhirnya berkontribusi pada proses kebijakan.
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Perubahan tersebut harus dilakukan dengan mengoreksi tingkat kesalahan
(correction of errors) dari kebijakan yang ada. Hal ini biasanya menjadikan wilayah
kebijakan itu penuh konflik dan tuntutan dari subsistem yang ada. Koalisi-koalisi yang ada
akan menggunakan banyak cara dan instrument untuk bisa mempengaruhi kebijakan.
Dalam tahap policy subsystem, terdapat policy broker yang berperan moderat atau tidak
berpihak kepada salah satu dari kedua koalisi dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Misalnya, mereka adalah pejabat tinggi yang telah terpilih untuk mengadvokasi kebijakan.
Perilaku politik dari policy broker ini dapat dilihat dari apa latar belakang pekerjaan broker
dan apa sistem kepercayaan yang dianut, perilaku mereka selama proses pembuatan
kebijakan (apakah mereka memiliki perilaku yang berbasis pada strategi untuk
meningkatkan kekuasaan mereka atau berorientasi pada pencarian stabilitas subsistem
kebijakan, serta pengaruh mereka pada output kebijakan dalam sistem politik yang
berbeda.9

Peran policy broker berada pada pihak teknokrat yang memang dipilih untuk
menjadi penengah (moderat) dari proses perumusan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun
2011-2015. Hal ini berperan untuk menjembatani antara pihak-pihak yang berkepentingan
dalam proses perumusan RPJMD. Untuk mengetahui macam-macam kepentingan dari
masing-masing stakeholder dapat dilihat dari program prioritas yang telah disesuaikan
dengan bidang urusan serta jumlah kebutuhan dana yang diperoleh, yaitu sebagai berikut:

9Bratt, Duane,2013,Clarifying the Policy Broker in the Advocacy Coalition Framework,
France:Grenoble,Pdf.

No Bidang Urusan
Jumlah

Kebutuhan Dana
Rp(Ribu)

1 Pekerjaan Umum 15763395531
2 Perindustrian 8854671905
3 Pendidikan 505333364
4 Pemerintahan Umum 179404213
5 Pertanian 127577350
6 Kesehatan 49805542
7 Perencanaan Pembangunan 17060000
8 Komunikasi dan Informatika 14485000
9 Kepegawaian 14410000
10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 11163020
11 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 9665160
12 Kelautan dan Perikanan 8406100
13 Perumahan 8072470
14 Kependudukan dan Catatan Sipil 6655186
15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6350000
16 Kehutanan 6227980
17 Penataan Ruang 6100000
18 Kebudayaan dan Olahraga 5410000
19 Tenaga Kerja 5100000
20 Lingkungan Hidup 5043400
21 Perdagangan 4725000
22 Perhubungan 4278310
23 Sosial 3925000
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Sumber: Draft RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015
Total keseluruhan biaya Kebutuhan Pendanaan Program Prioritas Per Bidang

Urusan yaitu senilai ± Rp 25,6 T. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan 5 (lima) program
prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu bidang
perekonomian daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang pendidikan dan kesehatan, bidang
prasarana dan sarana daerah, serta bidang pemerintahan umum. Pada tabel tersebut
menunjukkan bahwa Bidang Urusan Pekerjaan Umum membutuhkan dana sebesar 61,5%
dari total keseluruhan biaya. Kemudian, pada urutan kedua yaitu bidang perindustrian yang
membutuhkan dana sebesar 34,6%. Sedangkan pada urutan ketiga dan keempat secara
berturut-turut yaitu bidang pendidikan dan pemerintahan umum yang membutuhkan dana
sebesar 1,9% dan 0,7% dari total keseluruhan kebutuhan biaya.

Berdasarkan data persentase Kebutuhan Pendanaan Program Prioritas Per Bidang
Urusan tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari 5 (lima) program-program
prioritas sesuai dengan potensi, situasi, dan kondisi daerah Kabupaten Mojokerto. Pada
bidang urusan pekerjaan umum yang merupakan bidang urusan dengan persentase
terbanyak dari total keseluruhan kebutuhan biaya mempunyai program kerja, salah satunya
yaitu Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh yang disesuaikan dengan
program prioritas dalam bidang perekonomian daerah sekaligus bidang pemenuhan
prasarana dan sarana daerah. Kemudian, pada bidang urusan perindustrian yang menempati
posisi kedua dalam urutan kebutuhan pendanaan program prioritas per bidang urusan
mempunyai program-program kerja seperti pengembangan industri kecil dan menengah
serta pengembangan sentra-sentra industri potensial, telah disesuaikan dengan program
prioritas dalam bidang ketenagakerjaan. Pada urutan ketiga dan keempat yaitu bidang
pendidikan dan pemerintahan umum juga disesuaikan dengan dibentuknya program kerja
yang masing-masing berpengaruh secara langsung terhadap jalannya pembangunan
pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto.

Proses Pertarungan Kepentingan Politik Berdasarkan Teori ACF dalam Perumusan
RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015

Karakteristik komunitas kerja maupun jaringan kerja berdasarkan pandangan
Rhodes dan Marsh sama-sama menggambarkan kondisi yang terjadi dalam proses
perumusan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015. Para aktor atau
stakeholder yang terlibat berada dalam satu “arena” kebijakan publik yang seringkali
terjadi konflik kepentingan politik  baik yang bersifat individual maupun kelembagaan.
Pendekatan ACF dapat digunakan untuk memahami peranan para penerima persepsi, ruang
mobilisasi, dan karakteristik dasar kebijakan publik itu sendiri yang selalu dinamis. Berikut
merupakan bagan analisis teori ACF yang diterapkan dalam proses perumusan RPJM
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015:

24 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2307000
25 Kearsipan 2140520
26 Pariwisata 2050000
27 Energi Sumber Daya Mineral 640000
28 Transmigrasi 500000

TOTAL 25624902051
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Proses
Pertarungan Kepentingan Politik Berdasarkan Teori ACF (Advocacy Coalition
Framework).

Bagan diatas merupakan rangkaian dari proses pertarungan kepentingan politik
dalam perumusan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 dengan
menggunakan teori ACF (Advocacy Coalition Framework) atau kerangka kerja kebijakan
publik sebagai pisau analisis. Stakeholder yang terlibat adalah politisi, teknokrat, birokrat,
dan partisipan lainnya. Mereka sama-sama mempunyai kepentingan dan sumber daya yang
berbeda satu sama lain. Masing-masing stakeholder membentuk jaringan kerja yang
terbagi atas berdasarkan pada tingkatan tertentu sesuai dengan aturan pemerintah yang
telah ditentukan. Mekanisme kerja yang terjadi diantara stakeholder berlangsung secara
fluktuatif, hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan sumber daya yang dimiliki,
sehingga menghasilkan program kerja yang membutuhkan anggaran yang berbeda pula.
Interaksi tersebut terus menerus berlangsung sehingga membutuhkan proses negosiasi
diantara mereka sampai pada forum kebijakan atau musrenbang. Proses tersebut berada
dalam “arena” kebijakan dalam konteks memperjuangkan berbagai kepentingan dalam
bentuk program kerja yang ada. Berbagai macam pertimbangan dibutuhkan dalam rangka
mencapai konsensus. Keseluruhan proses perumusan yang berada dalam “arena” kebijakan
tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu membentuk sebuah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015.

Menurut Sabatier dan Smith serta disesuaikan dengan proses permusan RPJMD
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015, terdapat policy broker yaitu teknokrat yang
berperan moderat untuk menjembatani antara kelompok Bupati dan timnya dengan Badan
Legislatif atau DPRD dan SKPD. Kepentingan dari pihak teknokrat ini yaitu untuk tetap
mempertahankan strategi pencarian stabilitas dalam rangka membuat sebuah RPJMD yang
tepat guna dan sasaran bagi Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh. Selain itu, orientasi
yang ditanamkan dari pihak teknokrat ini adalah untuk memahami setiap perubahan yang
terjadi dalam subsistem kebijakan (POL).

Proses Interaksi antar Stakeholders
Hubungan yang terjalin antar stakeholder serta proses pertarungan kepentingan

yang terjadi dalam perumusan kebijakan publik dalam bentuk RPJM Daerah Kabupaten
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Mojokerto Tahun 2011-2015 dapat dilihat dari beberapa situasi dan kondisi pada saat
perumusan RPJMD tersebut. Situasi dan kondisi yang dimaksudkan, membentuk sebuah
interaksi antar stakeholder ketika perumusan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2011-2015 dibentuk. Hubungan atau interaksi yang menngindikasikan adanya pertarungan
kepentingan politik dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti pada mekanisme kerjanya
sudahkah menerapkan sistem saling mengawasi, pengartikulasian kepentingan dari
masing-masing stakeholder, pengelolaan konflik kerika terjadi perbedaan kepentingan,
maupun adakah pihak-pihak yang berusaha untuk mereduksi kepentingan dari stakeholder
tertentu.

Proses pengartikulasian kepentingan dari masing-masing stakeholder tersebut
berada pada kondisi politis. Hal ini seringkali memicu munculnya pertentangan satu sama
lain. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengelolaan konflik yang baik agar nantinya tidak terjadi
permasalahan baru yang muncul akibat konflik yang semakin membesar. Pengelolaan
konflik yang terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan antar stakeholder disesuaikan
dengan kemampuan dari masing-masing pihak. Dengan kata lain, terdapat prioritas tertentu
dari program kerja yang seharusnya didahulukan sesuai dengan visi dan misi Kepala
Daerah Kabupaten Mojokerto.

Tidak hanya itu, perbedaan kepentingan dari masing-masing stakeholder tersebut
berasal dari perbedaan latar belakang pekerjaan mereka. Seperti politisi, merupakan orang-
orang yang membawa kepentingan dari warga atau masyarakat melalui proses pemilihan
umum. Masing-masing dari mereka membawa kepentingan dari daerah pemilihan (dapil).
Teknokrat, merupakan pihak-pihak yang dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka tidak
memihak kepada siapapun. Biasanya mereka berasal dari akademisi yang berkepentingan
murni untuk merumuskan kebijakan publik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Sedangkan birokrat, merupakan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang berperan
sebagai pembuat program-program kerja dengan berbagai pertimbangan seperti potensi
yang dimiliki daerah dan kebutuhan pendanaan untuk mewujdkan program kerja tersebut.

Interaksi antar stakeholder dalam proses penyusunan RPJMD memiliki potensi
untuk saling serang atau mungkin terdapat pihak yang berusaha saling mereduksi
kepentingan satu sama lain. Kekhawatiran ini muncul disebabkan oleh program-program
kerja yang dibuat oleh SKPD atau stakeholder membutuhkan biaya atau anggaran yang
tidak sedikit. Meskipun terdapat aturan yang mewajibkan setiap program kerja harus sesuai
dengan program-program prioritas atau visi-misi atas persetujuan Kepala Daerah, tetapi
tidak menutup kemungkinan adanya kesempatan untuk memanipulasinya. Misalnya,
membuat program kerja dengan anggaran yang fantastis dengan target atau jangka waktu
yang tidak jelas atau membuat program kerja atau bidang garapan stakeholder lainnya
seolah bukan menjadi prioritas. Oleh sebab itu, Tim Penyusun RPJMD bekerja sama
dengan pihak-pihak teknokrat sebagai penasehat dalam rangka penyusunan RPJMD yang
sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses interaksi yang terjalin antar stakeholder dalam perumusan RPJM Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari
hasil wawancara berlangsung secara wajar, sebab tidak adanya konflik yang terlalu tinggi
diantara stakeholder. Budaya ‘nerimo ing pandum’ masih sangat terasa dalam proses
pembuatan program kerja oleh masing-masing SKPD.  Terdapat beberapa aspek yang
mempengaruhi perilaku SKPD tersebut, salah satunya tidak adanya kekuatan untuk
memperjuangkan program-program kerja yang telah dibuat. Hal ini disebabkan oleh
RPJMD merupakan produk turunan dari visi-misi Kepala Daerah terpilih. Sehingga, segala
bentuk bidang garapan harus disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan. Tidak hanya
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itu, anggaran yang dikeluarkan disesuaikan dengan program prioritas yang telah ditetapkan
sebelumnya. Apabila terdapat salah satu SKPD atau stakeholder yang diuntungkan dalam
proses perwujudan program prioritas yang dibuat, maka SKPD yang lain hanya bisa
memaklumi.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pertarungan Kepentingan
Pertarungan kepentingan politik antar stakeholder dalam perumusan RPJM Daerah

Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 tidak terjadi begitu saja, melainkan adanya
beberapa faktor penyebabnya. Seringkali penyebab munculnya pertarungan kepentingan
politik dalam perumusan kebijakan publik dalam bentuk RPJMD ini, karena adanya
permasalahan yang terjadi pada intern SKPD atau stakeholder itu sendiri. Hal ini yang
kemudian dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya pertarungan
kepentingan plitik ketika seluruh SKPD atau stakeholder berada dalam satu forum SKPD
untuk menyusun RPJMD secara bersama-sama. Permasalahan yang terjadi biasanya dapat
berupa kesulitan-kesulitan yang tidak bisa terselesaikan dengan baik pada intern
stakeholder. Masing-masing SKPD atau stakeholder tentunya memiliki permasalahan yang
berbeda-beda. Sehingga, situasi menjadi sangat sensitif ketika seluruh SKPD atau
stakeholder berkumpul dalam satu forum.

Setiap permasalahan yang terjadi pada proses perumusan RPJM Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011-2015, masing-masing SKPD atau stakeholder memiliki cara
tersendiri untuk mengatasinya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak yang dapat
mempengaruhi jalannya proses perumusan RPJMD ketika seluruh SKPD atau stakeholder
berada dalam satu forum resmi SKPD. Namun, permasalahan yang tetap tidak
terselesaikan hingga pada saat pelaksanaan forum SKPD masih seringkali dijumpai dan tak
jarang menggangu mekanisme penyusunan RPJMD. Permasalahan yang kerap kali terjadi
dalam proses perumusan RPJMD bukan disebabkan oleh tidak adanya aturan yang
memgatur tentang proses pelaksanaan penyusunan kebijakan, melainkan adanya perbedaan
maupun gesekan kepentingan yang seringkali terjadi antar stakeholder. Dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri telah tercantum aturan tentang proses penyusunan RPJMD yang
harus dipenuhi oleh setiap daerah di Indonesia.

Adanya aturan yang jelas mengenai prosedur penyusunan RPJMD dengan benar,
diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisasi dampak negatif seperti munculnya
pertarungan kepentingan politik antar stakeholder hingga memicu konflik yang sulit untuk
diselesaikan. Tidak hanya itu, prosses penyusunan RPJMD dapat berjalan sesuai dengan
koridor aturan yang telah disepakati bersama. Sehingga, setiap daerah memiliki pedoman
dengan jelas dalam mewujudkan kepentingannya masing-masing. Kepentingan-
kepentingan yang diperjuangkan oleh masing-masing stakeholder dalam proses
penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 masih berada dalam
kondisi yang wajar dan tidak melanggar prosedur yang ada.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pertarungan kepentingan politik
dalam proses perumusan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 dapat
dimulai dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada intern stakeholder dalam proses
pembuatan program kerja. Hal ini kemudian memicu munculnya ketegangan ketika seluruh
stakeholder berada dalam satu forum resmi membahas program kerja mereka. Sebab,
sebelumnya telah terjadi permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik. Misalnya,
ketika forum resmi stakeholder dilakukan, terdapat salah satu pihak yang tidak dapat
memaparkan dengan baik program kerjanya, ketika ditanya juga tidak bisa menjawab
sebab permasalahan sebelumnya belum terselesaikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara
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penanggulangan yang tepat ketika terjadi permasalahan dalam proses penyusunan program
kerja hingga perumusan RPJMD. Tidak hanya itu, penerapan Peraturan Menteri Dalam
Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah juga harus dipatuhi oleh setiap SKPD atau stakeholder dalam upaya
perumusan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015. Hal ini bertujuan agar
tidak adanya penyalahgunaan kewenangan yang telah diberikan Bupati kepada SKPD
terkait dengan pembuatan program kerja. Sehingga tetap berjalan sesuai dengan koridor
visi dan misi yang telah disepakati.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan data dan analisis berdasarkan teori yang telah dijelaskan

pada bagian sebelumnya bahwasanya stakeholder yang berperan pada proses pertarungan
kepentingan politik dalam perumusan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015
yaitu dari berbagai pihak seperti politisi, teknokrat, birokrasi, dan partisipan lainnya.
Masing-masing dari mereka membentuk jaringan atau kelompok kerja kebijakan yang
menghasilkan berbagai program-program kerja yang nantinya dapat menjadi usulan
program dalam RPJMD. Program-program kerja yang dibuat disesuaikan dengan visi,
misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Hal ini juga ditentukan besaran
pendanaan yang dibutuhkan oleh masing-masing stakeholder sesuai dengan anggaran dan
pertimbangan realistis.

Hubungan yang terjadi antar stakeholder serta proses pertarungan kepentingan
politik mereka dalam perumusan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2011-2015 saling
bergantung satu sama lain dan berlangsung secara dinamis. Hal ini dibuktikan dengan
banyaknya situasi dan kondisi dalam proses perumusan RPJMD yang melibatkan
stakeholder yang saling “bertarung” untuk mewujudkan apa yang telah menjadi
kepentingan mereka. Mekanisme kerja yang diterapkan dalam proses perumusan RPJMD
menggunakan sistem saling mengawasi dan berlangsung secara berkala dalam kurun waktu
yang telah ditentukan. Interaksi yang berlangsung antar stakeholder terjadi secara terus
menerus (continual interaction) dengan saling melakukan pertukaran sumber daya yang
ada serta melakukan negosiasi untuk mencapai sasaran bersama. Keadaan ini terjadi pada
saat kelompok kerja dari masing-masing stakeholder berada pada forum pemaparan
program kerja yang mengharuskan untuk saling mengerti program kerja yang menjadi
prioritas dan sebaliknya. Hal ini tentu saja disesuaikan dengan visi, misi, dan program-
program prioritas oleh Kepala Daerah Terpilih. Proses pengelolahan konflik yang terjadi
ketika proses perumusan RPJMD Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan cara
mendahulukan kepentingan yang telah ditentukan atas pertimbangan yang matang, sesuai
dengan aturan atau rule of the game yang dimanfaatkan untuk meningkatkan saling
percaya pada beberapa tingkatan stakeholder yang terlibat melalui intervensi negara.

Permasalahan utama yang muncul dalam proses perumusan RPJMD Kabupaten
Mojokerto Tahun 2011-2015 adalah target capaian program yang ditentukan terlalu tinggi
serta minimnya tanggungjawab dari ketua tim kelompok kerja. Berbagai himbauan telah
diberikan oleh ketua tim perumus RPJMD sebagai salah satu upaya mengatasi
permasalahan tersebut. Padahal, berdasarkan aturan yang mengatur tentang proses
perumusan ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010
yaitu tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata
cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini
disebabkan oleh perbedaan sumber daya dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-
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masing stakeholder dalam mekanisme jaringan kerja memicu seorang stakeholder untuk
berusaha bertahan untuk memperoleh apa yang telah menjadi tujuan maupun
kepentingannya. Penerapan aturan dalam situasi dan kondisi kerja oleh stakeholder yang
memiliki kepentingan yang berbeda dapat menimbulkan implikasi positif maupun negatif.
Namun, secara keseluruhan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk RPJMD yang telah
mewakili seluruh kepentingan berdasarkan pada visi, misi, dan program prioritas oleh
Kepala Daerah terpilih. pada kondisi inilah positive sum game terjadi, yaitu tidak adanya
jaminan bahwa setiap stakeholder mendapatkan keuntungan, melainkan keuntungan itu
dirasakan oleh seluruh stakeholder yang terlibat secara kolektif.
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